PROVINSI NUSA TENGGARA

Menimbang: a. bahwa terdapat kewajiban

BUPATI SUMBAWA BARAT

BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

BUPATI SUMBAWA BARAT

PERUBAHAN ATAS PERAT URAN
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

penyesuaian alokasi dana Transfer
sesuai ketentuan

17 /PMK.07/2021

ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
engelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Dalam Rangka Mendukung

(COVID -19)

tentang P
(TKDD) Tahun Anggaran 2021
Penanganarn pandemi Corona Virus Disease 2019
Edaran Direktur Jenderal

SE-2/PK/2021 tentang

dan Dampaknya dan Surat

Perimbangan Keuangan Nomor
Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan

Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

b. bahwa terdapat kebutuhan penyesuaian Pendapatan Transfer

antar Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH-CHT) sesuai Surat
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973-849
Tahun 2020 tentang Proporsi dan Estimasi Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Barat 976-921 Tahun 2020 tentang Perkiraan
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau untuk Provinsi dan
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Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran

2021,
sesuai Surat

S-

bahwa terdapat penambahan pendapatan hibah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor

10/MK.7/2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk

Program Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan

Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021;

bahwa terdapat kewajiban optimalisasi sisa dana BOK

Tambahan sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan

Daerah Nomor 910/870/Keuda/2021 perihal Pemanfaatan

Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan

Tahun Anggaran 2020 untuk Pembayaran Insentif Tenaga

Kesehatan dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan Nomor S-20/PK/2021 perihal
f Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa BOK

Pelaksanaan

Pembayaran Insenti
Tambahan Tahun Anggara 2020 di Kas Daerah,

bahwa terdapat kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat kepada pihak ketiga terkait pembayaran
pekerjaan Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Kepala Dinas
Pertanian  Nomor  520/001-B/DISTAN/1/2021 perihal
Permohonan Penganggaran Kembali  Kegiatan Tahun

Anggaran 2020;
bahwa terdapat kebutuhan pemanfaatan Belanja Tidak

Terduga untuk kebutuhan mendesak sesuai surat Kepala
Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor
027/48/BPBD/IV/2021 perihal Permohonan Bantuan
Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
Bima;

bahwa terdapat pergeseran anggaran antar organisasi, antar
unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub
kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar
rincian objek belanja yang sesuai ketentuan Bab VI huruf D
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan bahwa
pada kondisi tertentu  pergeseran anggaran yang

menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum

X
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Mengingat

o 1.

perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu

tersebut berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas

pembangunan baik di Badan Pendapatan Aset Daerah, Badan

an Pengembangan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian d
an, Dinas Sosial,

Daerah, Dinas Pendidikan dan kebudaya

Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang Perumahan dan Pemukiman, Dinas P
Dinas Kependudukan

Kecamatan

enanamarn Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Taliwang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf g perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4340);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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141k

1

138

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
rintahan
n 2004

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peme
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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14,

15.

16.

17k

18:

19.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corong Virus Disease 2019 (COVID -19)
dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun
2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 60 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
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 Surplus / (Defisit)

Pasal 1
Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Jumlah Pendapatan

Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Hibah
4) Belanja Bantuan Sosial

b. Belanja Modal
1) Belanja Tanah
2) Belanja Peralatan dan Mesin
3) Belanja Bangunan dan Gedung
4) Belanja Jalan Irigasi J aringan

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

c. Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer
Jumlah Belanja

Rp. 93.074.478.700, 00 3 ,.,4;
Rp. 830.971.585.448,00
Rp. 20.546.184.707,00
Rp.1.015.944.760.786,00

Rp. 346.918.060.972,00
Rp. 310.256.887.681,00 7
Rp. 36.397.966.880,00 .Eﬁ
Rp.  2.906.250.000,00 e

Rp. 696.479.165.533,00 i

Rp.  1.650.000.000,00 gl
Rp. 21.005.399.375,00 ' |
Rp. 30.047.197.386,00
Rp. 70.052.468.723,00

Rp. 2.004.963.250,00
Rp. 124.760.028.734,00

Rp. 17.067.587.688,00
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
memerintahkan pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya,
ita Daerah

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berl

Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal,

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal, 7. 7L 2021

P SE@TARIS DAERAH

KABUI PEN-S! ‘ui"‘ BARAT,
g}'
o ‘“mw

P
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